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KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

jb'ahwa ‘ dalam rangka - penerapan Instruksi  Presiden
~Nomor: 1 Tahun 2009 ! 'tentang - Kebijakan Perberasan
 serta mendukung kebuakan Pemermtah di bidang pangan
;f‘,berupa - Subsidi  Beras ' -Untuk' Masyarakat Miskin,
- perlu dilaksanakan Program Beras. Untuk Masyarakat M1skm '
~ Otonom Kabupaten Bengkahs . ‘

' bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
‘dalam = huruf - a, perlu - menetapkan - Peraturan
- Bupati . Bengkahs tentang - Program . Beras Untuk =
: *Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkahs ' LT
1.
~ Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
' Daerah Provinsi . Sumatera: Tengah (Lembaran Negara
; Repubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 25), '

Undang Undang =~ Nomor : 12 Tahun 1956 tentang

; “Undang—Undang Nomor 7 Tahun' 1996 tentang Pangan
(Lembaran  Negara Repubhk ‘Indonesia - Tahun 1996
“Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm :
-‘Nomor 3656), B T 4
'Undang Undang “Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
.~ Tahun 2004 Nomor- 125, ‘Tambahan - Lembaran Negara
- Republik Indonesia: Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
o beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
- Tahun 2008 tentang Perubahan’ Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun- 2004 tentang "Pemeérintahan Daerah -

(Lembaran . Negara Repubhk Indonema Tahun 2008

. Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a‘ ‘

L ;Nomor 4844),

‘f".Undang Undang ,Nornck)‘rxf‘~33 Tahun ' 2004' tentang |
;.Perlmbangan Keuanganj_ ‘antara. - Pemerintah "~ Pusat
...~ dan . Pemerintahan Daerah : (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

e ) _'Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4438);



49." : Peraturan . Pre31den Nomor 15 Tahun 2010 te‘htahg‘"':f

11 “Peraturan Daerah Kabupaten Beﬁgkalis Nomor 07 i

' -Mehefapkah S

5. Undang-Undang : Nofnof 12 “Tahun 2011 - téntangA‘_li_

- Pembentukan ‘Peraturan - Perundang undangan (Lembaran
. Negara Repubhk Indonema Tahun 2011 Nomor 82, = . -

<. Tambahan Lembaran Negara Repubhk - Indonesia -

B Nomor 5234) AR : ‘

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
: Pengelolaan - Keuangan Daerah (Lembaran "Negara =

“”Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan .
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4578) ‘ G

7>.> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang e
 Pedoman Pembinaan - dan - Pengawasan Penyelenggaraan =

Pernermtahan Daerah (Lembaran Negara- Repubhk Indonesia ;)ff" o
Tahun 2005 Nomor 165; T ambahan Lembaran Negara}-' e

vRepubhk Indonema Nornor 4595),

8! '«Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
L ]Pembaglan Urusan Pemermtahan - antara Pemerintah,
'Pemerlntahan Daerah’ Prov1n51 dan: Pemermtahan Daerah N

L~_Kabupaten/ Kota' (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia

“Tahun 2007 ~Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

‘ ‘_Repubhk Indonema Nomor 4737),
o Percepatan Penanggulangan Kemlsklnan R
10. 'Instruk31 Pre81den - Nomqr‘ 1 Tahun ‘ '2009 tentané’ :

Kebljakan Perberasan, o

Tahun 2008 tentang s Penyelenggaraan . Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaranr o

j Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nornor 07);

:12;"‘ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor v03 ]

~Tahun 2009 ‘tentang  Pokok-pokok Pengelolaan A
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs S
‘;Tahun 2009 Nomor 03), B j B

.\‘

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BERAS UNTUK =
- 'MASYARAKAT MISKIN OTONOM KABUPATEN BENGKALIS

- BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

' Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

‘ 1 Daerah adalah Kabupaten Bengkahs B
2. Pemermtah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah '

sebaga1 unsur penyelenggara pemermtahan daerah

Do,



,Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs

4, - _Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat ~ APBD adalah_ Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs . ,

:5."_ Beras Untuk Masyarakat MlSkln Otonom yang selan_]utnya o

~ disingkat RASKIN = Otonom adalah  beras . yang

~ diperuntukkan bagi‘ Keluarga ~Miskin - di = Kabupaten

o Bengkahs Co ; A o

6. 'Blaya operaswnal yang selanjutnya = disingkat BOP

' adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan -

pengadaan dan penyaluran Beras Untuk ‘Masyarakat Miskin

~ Otonom  sampai dengan -tttk dlstrlbus1 termasuk
biaya administrasi; D : :

7. Rumah Tangga Sasaran -Pe}xerima Manfaat yang selanjufnya

- disingkat RTS-PM adalah. Rumah Tangga Miskin Line

‘hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis
- dan usulan tambahan masing-masing - Kecamatan/Desa
" yang belum terakomodir dalam data Badan Pusat Statlstlk
.Kabupaten Bengkalis; '

- 8. ‘Musyawarah Desa/ Kelurahan ‘adalah - forum pertemuan'

- di tingkat Desa/Kelurahan sebagai =~ sarana untuk
memverifikasi data Rumah Tangga Sasaran ~Penerima
Manfaat dari Badan Pusat Statlstlk Kabupaten Bengkahs

9 'Pelaksana Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom
~ adalah satuan kerja pelaksana dlStI‘lbUSl Beras Untuk
: Masyarakat MlSklI‘l Otonom ' ~ :

»10.. Pelaksana DlStI‘lbUSl adalah Kelompok Kerja - dlStI‘lbUSl .
Beras Untuk Masyarakat MlSkln Otonom di t1t1k d1str1bu31

- 11, _T1t1k Dlstrlbu81 adalah tempat atau loka81 penyerahan Beras
. Untuk Masyarakat Miskin' Otonom dari satuan kerja
- Beras Untuk Masyarakat MlSkln Otonom kepada pelaksana
- . distribusi; » N ; : -
12. Pegawal _Organik - 'adalah:”- ’pegawai Codi ‘Lingkungan
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. ‘ o

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

vPemermtah Daerah menyelenggarakan Program RASKIN Otonom

 sebagai pendukung Program Beras Untuk Masyarakat Miskin

- Nasional, dengan memberikan  bantuan pangan
’berupa beras serta bantuan Biaya. Operasional yang bersumber
“pada ~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

s Kabupaten Bengkahs



Pasal 3

:Program . RASKIN Otonom dllaksanakan v untuk membantu"
o ketersedlaan  beras masyarakat miskin, sehlngga : dapat_
_."memenuhl kekurangan beras masyarakat mlskm nas10nal ‘

L “ BABII |
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN o

Pasal 4

: Prograrn VRASKIN Otonom berupa program yang memberlkan‘
bantuan pangan kepada keluarga ’ mlskm berupa beras '
secara gratls

Pasal 5
:~«RTSH—PM ,k - 'RASKIN - ‘Otorio_ni ‘yang  berhak menerima

~ RASKIN  Otonom  di ~ Desa/Kelurahan adalah ~RTS-PM
_ yang telah terakomodlr - dari hasil pendataan . oleh

oy Badan Pusat Statistik  Tahun 2011 yang ditetapkan oleh

- Kepala Desa/Lurah  dari. hasil musyawarah Desa/ Kelurahan
3 ‘dan dlsahkan oleh Camat setempat

Pasal 6

 Pelaksana . Distribusi RASKIN ‘Otonom - terdiri  dari
~ aparatur = - Kecamatan T aparatur - Desa/Kelurahan
© dan  Institusi Kemasyarakatan  setempat = termasuk
- Tim  Penggerak = Pendidikan Kesejahteraan -~ Keluarga
- yang ditunjuk oleh  Camat atau Kapala Desa/ Lurah setempat
dan dlbantu oleh anggota masyarakat setempat

Pasal 7

‘ T1t1k Dlstrlbu31 RASKIN Otonom sebagal tempat pcngambllan
“beras  dari- pelaksanaan - distribusi.  kepada  RTS-PM

- - d1 _ Desa/ Kelurahan atau loka31 lain ‘yang telah dlsepakatl‘

secara tertulis antara Pemermtah Kabupaten Bengkalis

iY‘;;dengan - Badan = Urusan LOngtlk “ Divisi Regmnal

_‘kf“Badan Urusan Logistik Sub Divisi Reglonal atau’ Kantor SeksL
= LOngtlk Perusahaan Umum Badan Urusan Loglstxk

Pasal 8

(1)Untuk : mengefektlfkan ‘ Program‘ RASKIN . Otonom,

~dibentuk Tim - Koordinasi Beras Untuk Masyarakat Miskin
- Kabupaten ~dan Kecamatan - 'sebagai .. pelaksana-
'_;Program Beras» Untuk Masyarakat Mlskin ' Nas1onal
*dan Otonom Kabupaten

(2) Penanggung]awab Tim sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
_yang berada d1 Kabupaten adalah Bupat1 dan di Kecamatan

adalah Camat




BAB IV
PRINSIP PRINSIP PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT
MISKIN OTONOM -

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Program RASKIN Otonom térdiri dari
: pr1n31p pr1n31p sebagai berikut : : -

U a. Pr1n81p ’ Keberplhakan , Program RASKIN‘ - Otonom
~ diberikan  kepada RTS- PM | agar dapat memperoleh beras
dengan  kualitas ‘baik ~ sesuai  dengan aloka31 .

~ dan dapat terjangkau; P e |
" b. Prinsip  Transparansi, informasi mengenai pelaksanaan
- Program RASKIN ‘Otonom - untuk dapat  diketahui,

“ d1paham1 ‘dan  ‘diawasi  secara ~ mandiri  oleh
: ;pemangku kepentmgan RASKIN Otonom terutama RTS-PM;

~-c. Prinsip Partlslpatlf dalam : pelaksanaan - Program
~ RASKIN Otonom dapat mendorong masyarakat terutama
" RTS-PM - berperan- secara. aktif ‘dalam ° setlap tahapan
i 'pelaksanaan Program RASKIN Otonom e o

d. Pr1ns1p Akuntablhtas dalam ‘: pengelolaan -~ Program
- RASKIN  Otonom agar dapat dipertanggungjawabkan
 kepada masyarakat setempat maupun kepada semua. pihak

. ~yang  berkepentingan  sesuai = dengan peraturan
Tl ‘perundang undangan yang berlaku : ‘

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN DAN' PELAKSANAAN PROGRAM
BERAS UN’I‘UK MASYARAKAT MISKIN OTONOM '

Pasal 10

S (1) Perencanaan o Program' - 'RASKIN - Otonom,

meliputi : penetapan pagu’ RASKIN ‘Otonom sampai dengan

. tingkat Desa/ Kelurahan | - berdasarkan = data RTS-PM

- oleh '‘Badan Pusat. Statistik dan - usulan tambahan dari

- masing-masing Desa/ Kelurahan yang belum terakomodir
. .dalam data Badan Pusat Statlstlk Kabupaten Bengkahs

(2) Penetapan pagu RASKIN Otonom sebagalmana dlmaksud
' pada ayat (1), sebagai RTS PM berdasarkan kesepakatan

 hasil . musyawarah Desa/ Kelurahan dan  rencana

> _pendistribusian RASKIN Otonom.
‘ Pasal 11,

(1) - Pola -distribusi RASKIN Otonom  dari  gudang

- - 'Badan = Urusan: ‘Logistik sampai  kepada = RTS-PM

dapat dilaksanakan dengan . melalui - Titik:
- D1str1bu81 / Dusun / RT maupun RW; - .



Pemilihan élternatlf 2 pola ~ distribusi | dengan

: mempertlmbangkan kOI’ldlSl obyektlf dan sumberdaya yang

ada serta disepakati antara Tim Beras Untuk Masyarakat

= ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan—undangan

i 'MlSkln Kecamatan dan_Desa/ Kelurahan;. -

DEER BAB VI
HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 12 :

Harga = Pembelian Beras - oleh Pemeriritah -~ Daerah
kepada Perusahaan Umum ‘Badan Urusan Logistik

- yang berlaku

‘Harga : Pembehan ' Beras ‘sebagalrhar'la' " dimaksud
- pada ayat (1), digunakan. sebagal dasar dalam menentukan

harga  penjualan beras ~oleh Perusahaan Umum
o Badan Urusan LOngtlk L :

(1)

BAB VII -
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 13

_ Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran RASKIN Otonom,
'Blaya Operasmnal dari ‘gudang Badan Urusan Logistik
_sampai ke Titik Distribusi dan Blaya pendistribusian .
~dari Titik = Distribusi = sampai ke RTS-PM menjadi ~ . -
S tanggung]awab Pemerlntah Kabupaten Bengkahs
S (2) -Blaya Operasmnal dari gudang Badan Urusan Loglstlk
: 'sampai ~ 'ke. Titik DlStI'lbUSl  ditetapkan  oleh

,"';’_Kepala Badan- Urusan Logistik  Divisi Reg10na1
" Kepala Badan Urusan Loglstlk Sub Divisi Reglonal

“dan pemahaman yang sama serta terjamin kebenarannya R

atau Kepala Kantor Sek31 Logistik Perusahaan Umum

 Badan = Urusan - Loglstlk yang dltetapkan dengan
SR perjanjlan kerjasama * 3
(3) -
% ke RTS-PM, d1tetapkan leblh lanjut dengan Keputusan
’ Bupatl Bengkahs : .

Biaya - Pendlstrlbu31an , dar1 ‘vTi'tik ’ Distribu'si' S'ampai

. BABVII
 SOSIALISASI

Pasal 14
Untuk memberlkan 1nforma51 ,kyang ~ lengkap

kepada pelaksana RTS PM  dan = masyarakat,

. dilakukan SOSlallsaSI - meliputi - pelaksanaan '
" Program RASKIN Otonom; : . S '




pada ayat :(1);' ; , ‘? S

| dlmaksud
: medla massa e

koord1nas1 o

: RASKIN‘ Kabupaten membentuk?‘,. e
;Sekretarlat Unlt Pengaduan Masyarakat d1bawah koordmasy'\.} S
’Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa e

: ;,v.;pelaksanaan i RASKIN Otonom,
;vdllakukan ‘ secara fungsmnal sesual’ dengan mekanismej};
| undangan yang beﬂaku e

: Kecamatan i melaporkan
& .;«.:,kepada Camat';f.r

"pe‘laksanaan

\Tlm Koordma51 RASKIN Kabupaten melaporkan pelaksanaan:;!
~Program RASKIN kepada Bupat1 sebagal penanggung]awab

pada g akhlr ‘:

Segala S '~ dltetapkannya}fj,
s Peraturan Bupatl 1ini, dlbebankan pada Anggaran Pendapatan :
,dan;BelanJa Daerah Kabupaten Bengkahs




"BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan

& :Agar setlap orang mengetahulnya, memermtahkan Pengundangan
- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
-Kabupaten Bengkahs ; : :

a rngitétatpk'an di Bengkalis
‘pada tanggal 13 Mei 2013

Diundan'gkan. di Be"ngk»alis‘
’ Apada tanggal 13 Mei 2013

' Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H B HANU DIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 33




